
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.430, 2018 KPU. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri. 

Pencabutan.  

 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf c dan 

huruf f, Pasal 13 huruf b, Pasal 14 huruf l dan Pasal 218 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

    

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, 
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Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 137);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 

untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan 

Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. 

3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang 

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan 

fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara 

langsung oleh rakyat. 
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5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU 

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan 

Pemilu. 

6. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang 

selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia 

adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler 

Republik Indonesia yang terdiri atas Kedutaan Besar 

Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik 

Indonesia, Konsulat Republik Indonesia atau Kantor 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. 

7. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat 

PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk 

melaksanakan Pemilu di luar negeri. 

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri 

yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok 

yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan 

pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar 

negeri. 

9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri yang 

selanjutnya disebut Pantarlih LN adalah petugas yang 

membantu PPLN dalam Pemutakhiran Data Pemilih di 

Luar Negeri. 

10. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK 

adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih yang 

dilakukan oleh PPLN dengan cara mendatangi tempat-

tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat 

tinggal dalam satu kawasan. 

11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

12. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya 

disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya 

pemungutan suara di luar negeri. 

13. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, 

perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan 

calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang 

berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar 

negeri.  

15. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.  

16. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang genap 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin 

atau sudah pernah kawin.  

17. Data Kependudukan adalah data yang meliputi data 

agregat kependudukan perkecamatan dan data 

penduduk potensial Pemilih Pemilu yang disediakan oleh 

Menteri Dalam Negeri, dan data Warga Negara Indonesia 

yang bertempat tinggal di luar negeri yang disediakan 

oleh kementerian yang menangani urusan luar negeri. 

18. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri 

yang selanjutnya disingkat DP4LN adalah data yang 

disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk 

yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat 

Pemilu diselenggarakan. 

19. Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri yang selanjutnya 

disingkat DPSLN adalah daftar Pemilih hasil 

Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau 

Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara 

berkelanjutan.  

20. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri 

selanjutnya disingkat DPSHPLN adalah DPSLN yang telah 

diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan 

masyarakat. 

21. Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri yang selanjutnya 

disingkat DPTLN adalah DPSHPLN yang telah diperbaiki 

dan ditetapkan oleh PPLN. 
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22. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya 

disingkat DPTb LN adalah data Pemilih yang telah 

terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena 

keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan 

haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang 

bersangkutan terdaftar. 

23. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri yang selanjutnya 

disingkat DPKLN adalah data Pemilih yang menggunakan 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Paspor yang 

menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. 

24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat 

KTP-el adalah Kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip 

yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti 

diri yang diterbitkan oleh Perangkat Pemerintah. 

25. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara 

Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang 

berlaku selama jangka waktu tertentu. 

26. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia 

yang selanjutnya disebut SPLP adalah dokumen 

pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu 

yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 

27. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk 

memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPTLN dari 

Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan 

DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data 

Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan 

penyusunan DPSLN yang dilaksanakan oleh PPLN dan 

Pantarlih LN. 

28. Sinkronisasi adalah pencocokan dan penyesuaian data 

penduduk potensial Pemilih Pemilu dari Menteri Dalam 

Negeri dan data Warga Negara Indonesia di luar negeri 

dari kementerian yang menangani urusan luar negeri 

dengan daftar Pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimiliki 

oleh KPU.  

www.peraturan.go.id


